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DASAR HUKUM:

KUALIFIKAS| PELAKSANA:

1. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun

2008

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

1. Sekretaris Daerah
2. Komisi Informasi

4. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyebarluasan Informasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. Desk Pelayanan
2. PC Desktop
3. Printer
4. Buku Tamu

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Buku Agenda Press Release







STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pelaksana Pendukung
. PPID atau
No Kegiatan Pemohon Atasan Komisi Ket
. PPID . Kelengkapan Waktu Output
Informasi | pglaksana PPID Informasi
1 |Setiap Pemohon Informasi dapat (1) Formulir Pengajuan|Pada haridan |Berkas
mengajukan keberatan secara tertulis Keberatan Informasi Publik jam kerja, permohonan
kepada Atasan PPID dalam waktu 10 - yang tersedia di mejalymaksimal 10 informasi
?sepuluh)' hari 'kerja,' sejak .perr'nohonan pglayagan PPID ' atau (sepuluh) hari |yang telah diisi
informasi teregistrasi dan diberikan. dltamquan di website dan Kerja, sejak lengkap
. dapat diunduh, . .
Perpanjangan pemenuhan permohonan permohonan dan dilampiri
informasi selama 7 (tujuh) hari sejak informasi fotocopy/scan
p.emberitahugn tertl,.llis dib§rikan dan (2) Fotocopy atau scan|teregistrasi identitas diri
tidak dapat diperpanjang lagi. identitas diri (NIK) dari (NIK)
Pemohon Informasi yang
mengajukan Keberatan
2 |Atasan PPID menetapkan Tim fasilitasi Tanggapan
sengketa informasi untuk tertulis dari
mengupayakan penyelesaian sengketa atasan PPID
informasi, yang dibentuk oleh PPID perihal
Utama. . .
informasi yang
disengketakan
3 |Tim fasilitasi sengketa informasi di Diajukan dalam

ketuai oleh PPID Utama dan
beranggotakan PPID Pelaksana terkait,
pejabat yang menangani bidang hukum,
pejabat fungsional, serta Jabatan
Fungsional Umum yang sesuai dengan
kebutuhan

waktu

paling  lambat
14 (empat belas
hari kerja)
setelah
diterimanya
tanggapan
tertulis dari

Atasan PPID.



A sampai Z Channel
Pelaksana

A sampai Z Channel
Pelaksana


Tim fasilitasi sengketa informasi
melaporkan proses penanganan
sengketa informasi kepada Atasan PPID.

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi
Publik  diajukan kepada  Komisi
Informasi Pusat, Komisi Informasi
Provinsi sesuai dengan kewenangannya
apabila tanggapan Atasan PPID dalam
proses keberatan tidak memuaskan
Pemohon Informasi.




